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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat
dan hidayah-Nya, schingga penyelenggaraan kegiatan Bedah BukwKajian Perundang-
Undangan DPRD Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian
(Lemlit) Universitas Pasundan dapat berjalan dengan baik dan lancar,
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung

2. Panitia Penyelenggara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya

kegaiatan ini.

Panitia menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyelenggarakan
kegiatan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi

kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil yang diperoleh dari kegiatan
Kegiatan Bedah Bukw/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini
dapat bermanfaat.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

diatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melaksanakan 3
(tiga) fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, fungsi Penyusunan Perda dan Fungsi Anggaran
yang dalam pelaksanaannya perlu dikdukung dengan alokasi anggaran dalam program
kegiatan DPRD dalam rangka menghasilkan Output yang Optimal terhadap pelaksanaan
ketiga tugas fungsi tersebut. Khusus terhadap pelaksanaan fumgsi pengawasan, dalam
Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan ruang lingkup
fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
vang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD,
merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang secara konkrit
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang mana di dalamnya jabarkan secara lengkap hasil
dari penyelengaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja kevangan daerah. Untuk
itu dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ agar dapat
menghasilkan suatu output terhadap perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan
pemerintahan tahun kedepannya yang dituangkan dalam penyusunan Rekomendasi
DPRD terhadap LKPJ perlu di lakukan Analisa dan kajian secara Komprehensil
terhadap isi dari LIXPJ yang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD.

Maka, Bedah/Kajian terhadap LKPJ dan Ranperda ini perlu dilaksanakan untuk
untuk mendukung  kelancaran pelaksanaan fungsi DPRIDD kabupatenkota dalam
menghasilkan suatu Output yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan masyarakat umum.




B. TUJUAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-
Undangan adalah sebagai berikut:
¢ Mendukung DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan,
+ Menghasilkan Output berupa Dokumen Kajian sebagai bahan masukan dalam
Evaluasi LKPJ.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04),

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 22018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59),

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,




BAB II
RENCANA KEGIATAN

A, PENYELENGGARAAN
Bedah BukwXKajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)} ini
diselenggarakan oleh Lembaga DPenelitian Universitas Pasundan. Adapun
kepengurusan kepanitian sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hj. Emi Rusyani, SE., MM
Pelaksana : Dr. Elvira Zeyn
Humas : A, Affandi

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Penyelenggaran Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
DPRD Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, terhitung mulai
Rabu, 23 Maret 2022 sampai dengan Jumat, 25 Maret 2022 bertempat di Hotel
Amaroossa — Bandung

C. TEMA DAN TEKNIS BEDAH BUKU/KAJIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKP.)

Tema : “Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)”

No Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

“Perumusan 'iiasiI-Kajian_seiJagui_Bahan Masukan dalam Penyusunan
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah

1 “ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Bandung

D. ANGGARAN
Adapun biaya penyelenggaraan peserta Bedah BukwKajan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung ini berasal dari masing-
masing peserta Peserta Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
{(LKPI).




E. PEMBEDAH/PENGEKAJI/NARASUMBER
pejabat struktural dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Akademisi dan Pakar
Ahli dibidangnya.

F. METODE DAN TEKNIK BEDAH/PENGKAJIAN
Metode vang digunakan dalam penyelenggaraan Bedah Buku/Kajian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung adalah:
1. Diskusi dengan Pakar/Ahli dan

2. Perumusan Hasil Kajian.

Sedangkan fasilitas vang tersedia untuk mendukung jalannya proses pembelajaran
adalah:

1. Ruang kelas,

Ruang diskusi,

Sound System,

Flip Chart, dan

OHP/L.CD.

vosowR

G. JADWAL

Jadwal pembelajaran terlampir




BAB III
REALISASI KEGIATAN

Realisasi penyelenggaraan acara Bedah Bukw/Kajian Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah sebagai berikut:

A. UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

B.

1. Upacara Pembukaan
Bedah Bukuw/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPIT) DPRD
Kabupaten Bandung ini dibuka secara resmi Oleh Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan, yang diwakili oleh Ketua Pelaksana.
Acara dibuka pada hari Rabu, 23 Maret 2022 di Hotel Amaroossa — Bandung

2. Upacara Penutupan
Bedah Bukuw/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD
Kabupaten Bandung ini ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten
Bandung pada hari Jumat, 25 Maret 2022 di Hotel Amaroossa —- Bandung.

PESERTA

Bedah BukwHKajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD
Kabupaten Bandung diikuti oleh 16 (enam belas) orang peserta dari Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

. PEMBEDAH/PENGKAJI/ NARASUMBER

Tenaga pengajar berjumlah 1 (satu) orang. Dokumen yang di bedah/dikaji
berjumlah 2 {dua) Dokumen.

SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas vyang tersedia dan digunakan dalam mendukung jalannya proses

pembelajaran adalah:

Ruang Kelas, Laptop dan LCD/in-Focus,
Ruang diskusi/aula .Fiip Chart,

Kamar tidur, Dokumen LKPI, dan

Sound system Dokumen Ranperda.



BABIV
HASIL EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Bedah BukuwKajian Perundang-Undangan DPRD
Kabupaten Bandung dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk
memperoleh jawaban atau respon terhadap beberapa hal yang terkait dengan
pelaksanaan Bedah BukwKajian Perundang-Undangan ini dan terhadap Output
Dokumen hasil kajian yang disusun.

BABYV
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan

Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD

Kabupaten Bandung secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Bedah

Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksud telah

berlangsung dengan baik berdasarkan hasil pengamatan antara lain dari segi:

. Waktu pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung Bandung dapat dilaksanakan dengan baik dan
lancar selama 3 (Tiga) hari sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
bedah/kajian.

2. Proses bedah/kajian dilaksanakan dengan efektif dan maksimal, dilihat dari

antusiasme para peserta pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung dalam proses diskusi

dengan Pembedah/Pengkaji/Narasumber yang merupakan pakar/ahli dibidangnya,

dan

Pelaksanaan Bedah Bukw/Kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),

DPRD Kabupaten Bandung ini telah mampu menghasilkan Output hasil kajian

('S}

vang berkualitas sebagai bahan dalam cvaluasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022.

Dari berbagai indikator tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa kegiatan

bedah/kajian berjalan dengan baik dan lancar.




B.

SARAN

I.

Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buktv/Kajian Perundang-Undangan DPRI) Kabupaten
Bandung merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk membantu DPRD dalam
melaksanakan fungsinya, untuk itu kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara
kontinu,

Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan
Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, dan

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Bedah BukwKajian Perundang-
Undangan DPRD Kabupaten Bandung, maka kelengkapan sarana dan prasarana
serta peningkatan kualitas pelayanan dilapangan perlu ditingkatkan kualitas dan
profesionalismenya sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi suatu forum diskusi
dan perumusan materi/dokumen kajian sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas
fungsi DPRD.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan masukan bagi semua pihak sekaligus sebagai
bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bedah Bukw/Kajian Perundang-Undangan
DPRD Kabupaten Bandung.

Bandung, 25 Maret 2022

Lembaga nelitian Universitas Pasundan
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Dr. Hi. ¥rni Rusyani. SE., MM




PERJANJIAN KERJASAMA

FASILITASI PENYELENGGARAAN
BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
DPRD KABUPATEN BANDUNG

Nomor =
Nomor 063 /anpas. R4/6 .1/ 1 /2022,

Pada hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Uwais Qorni, SH, M.Si
Nip. : 19700815 199503 1 004
Jabatan 1 Sekretraris DPRD.
Alamat : Jalan Raya Soreang KM.17, Soreang, Kabupaten Bandung

Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, sclanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., MLM.
Nip. 1 19620203 199103 2 001.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian— Universitas Pasundan.
Alamat : Jalan Tamansari No. 4-4A, Kota Bandung, Jawa Barat,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian {LENEIT—IIB*PAS)
Universitas Pasundan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan
Bedah BukwKajian Perundangan-Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bandung dilaksanakan atas Undangan/Penawaran Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan Nomor : 059/Unpas.R4/U/IV2022 pertangpal, 17 Maret, 2022
Tentang Bedah Buku (Kajian Dokumen) yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh
Lembaga Penelitian Umversitas Pasundan.

Bahwa dengan terlebih dabulu menerangkan masing-masing pihak mempunyai
kemampuav dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya discbut PARA PIHAK,
sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK. KESATU dengan im bermaksud memenubhi undangan/penawaran dari PITHAK
KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan mm menerangkan sebenar-benarmnya akan
menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan,

Pasal 2
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan kegiatan terebut ditempat vang telah
disepakati yaitu di Hotel Amaroossa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada Hari Rabu
Tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan Hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022.

Pasal 3
TUGAS PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan dengan tema
“Bedah/Kajian LKPJ”

(2) Menyediakan Akomodasi, Tekms Kegiatan Bedah/Kajian LKPJ, Penyediaan Bahan,
Tenaga Pengajar, Hasil Bedah/Kajian LKPJ dan Konsumsi,

(3) Menyerahkan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang
meliputi Kwitansi Kontribusi, Dokumen Kajian hasil Bedah/Kajian LKPJ dan
Laporan Kegiatan.

(4) Berhak mendapatkan Kontribusi Dana Ketkutsertaan Kegiatan

(5) Apabila di kemudian hari terdapat peserta yang tidak berangkat, maka PIHAK
KEDUA berkewajiban menggembalikan dana kontribusi kepada pihak KESATU.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN

(1) PIHAK KESATU akan membayarkan uang Peserta untuk mengikuti kegiatan ini
sebesar Rp. 5.000.000 x 15 Orang Peserta = Rp75.000.000,-

(2) ditransfer melalm Bank Jabar Cabang Jalan Tamansari No.§, dengan Nomor
Rekening Tabungan 0270010005181 atas Nama: Lembaga Penelitian Universitas
Pasundan. 3

(3) Pembayaran biaya Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan
PIHAK KESATU 3 Hari Sebelum Kegatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai
berakhimya kegiatan dimaksud.
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Pasal 6
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan dikenakan sanksi:

a. Teguran Lisan;

b. Teguran Tertulis;

¢. Pemutusan Kerja.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Surat Perjanjian Kerja ini tidak dapat ditarik kembali dan /atau diubah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;

(2) Hubungan kerja ini sewaktu-waktu dapat berakhir atau diputuskan secara sepihak,
jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau peraturan perundangan-undangan
yang berlaku, atau yang bersangkutan mengundurkan diri;

Pasal 8 _
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK,
dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

Dr. Hi. Erni Rusvani, SE., MLM.
Ketua Lembaga Penelitian
[niversitas Pasundan
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LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 8 Universitas Pasundan,
11 Dr. Setiabudbi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : http:/ [lemliLunpas.acid Email : lembagapenelitin@unpas.ac.id

Nomor . 059/Unpas.R4/UMN/2022. Bandung, 17 Maret. 2022
Lampiran : 1(satu)
Perihal . Surat Undangan Bedah Buku (Kajian Dokumen)

Kepada Yth : Ketua DPRD Kab. Bandung
Cq.Sekretaris DPRD Kab. Bandung
Beserta Staf terkait
Di
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.
Dengan Hormat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD di atur DPRD
melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, fungsi
Penyusunan Perda dan Fungsi Anggaran yang dalam pelaksanaannya
periu dikdukung dengan alokasi anggaran dalam program kegiatan DPRD
dalam rangka menghasilkan Output yang Optimal terhadap pelaksanaan
ketiga tugas fungsi tersebut.

Khusus terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam Pasal 153 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan ruang lingkup
fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupatifwali kota, pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain  yang terkait  dengan
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota,  dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

L KPJ merupakan implementasi pelaksnaan fungsi pengawasan DPRD
yang secara konkrit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang
mana didalamnya tertuang realisasi penyelengaraan  urusan
pemerintahan dan capaian kinerja keuangan daerah.

Untuk ifu dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap
LKPJ agar dapat menghasilkan suatu output terhadap perbaikan dan
penyempumaan penyelenggaraan pemerintahan tahun kedepannya yang
dituangkan dalam penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ periu
di lakukan Analisa dan kajian secara Komprehensif terhadap isi dari LKPJ
vang disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD,




LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
1L Dr. Setiabadbi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : http:/ flemlitonpas.acid Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Pasundan bersama dukungan narasumber ahli dan
Kementerian terkait, Praktisi dan Akademisi yang ahli dibidangnya
bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Bedah Buku (Kajian Dokumen
LKPJ)

“Bedah LKPJ”

Kegiatan tersebut Insya Allah akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu — Jumat, 23 — 25 Maret 2022

Tempat : Hotel Amaroossa — Bandung

Kontribusi  : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap peserta
yvang akan digunakan untuk akomodasi, konsumsi,
Narasumber, materi dan perlengkapan lainnya

Agenda Kegiatan : Terlampir

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.

syani, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
g 7 Rektor (sebagai laporan),

2. Wakil Rektor | (untuk diketahui);
3. Wakil Rektor Il (untuk diketahui);
4 Pertinggal.




LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,
JL. Dr. Setiabudhi No, 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153
Website : http://lemlitunpas.acid Email : lembagapenelitian@unpas.acid
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JADWAL KEGIATAN
BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG
BEDAH LKP]
23 —25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung
HARI/WAKTU KEGIATAN /MATERI J PENANGGUNGJAWARB
i T N SE— 1 M =
Rabu Z3 Marei;:‘?.ﬂzz A o
14.00 - 18.00 Check in dan Registrasi PANITIA e
18.00-2000 | ISHOMA
Upacara Pembukaan: Ketua
O B Sambutan dan Membuka Acara Ketua DPRD
21.30-22.00 Coffe Break .y
22.00 ]STIR%I{AT
HARI KEDUA,
Kamis, 23 Maret 2022
06.00-09.00 Makan Pagi PANITIA
FFFFF Materi Iz R T Narasumber : I
09.00-10.00 Kebijakan Umum Penyusunan LKFP] KEMENDAGRI RI
: : berdasarkan PP 13 Tahun 2019 dan Alpin Rahman
_ Permendagri 18 Tahun 2020 L i
10.00 Coffe Break PANITIA
10.00-12.00 i I_l;li}iém_entasi Materil: | Narasumber: y D
DISKUSI DAN TANYA JAWAE KEMENDAGRIRI
(1200-13.00 | ISHOMA a PANITIA |
[ Materi I1 ; Narasu_lri;x_F:;er :_ B N
13.00-16.00 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan KEMENDAGRI RI
} Daerah Alpin Rahman
16.00 - 16.30 Coffe Break PANITIA
I.._ - . - e ——— —— - - . m— - —
16.30 - 18.00 Implementasi Materi Il : Narasumber ;
: : DISKUSI DAN TANYA JAWAB KEMENDAGRI RI
18.00-19.30 | MAKAN MALAM PANITIA
1930-20.15 Materi III: Narasumber : R
Analisis Capaian Kinerja Keuangan Daerah | KEMENDAGRI RI
Alpin Rahman
20.15 - 20.30 Coffe Break N - S




e —

Z o
[2030-22.00 Implementasi Materi 11 : [ Narasumber:
| DISKUSI DAN TANYA JAWAB KEMENDAGRI RI
22.00 ISTIRAHAT
| HARI KETIGA i ) o ' o
Jumat, 25 Maret 2022 : » _ _ =
07.00-09.00 | Makan Pagi PANITIA
= Materi IV: T - Narasumber: e
09.00 - 10.30 Penyusunan Catatan dan Rekomendasi KEMENDAGRI RI
DPRD Alpin Rahman
o “-Eoﬁé Break
1030-12.00 | Penutupan o Ketua Pelaksana ]
Ketua DPRD
12.00 -13.00 CheckOut PANITIA
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_;_I;I.FF"" P NAMA JABATAN j TAND ;;TﬂNGAN —
11 Lx Hahn, ZoMAVeEROZZ
1. | HEN HEN ASEP SUHENDAR Wakil Ketua
2. | YAYAT HIDAYAT, SE, MM. Wakil Ketua
T_H.;’AI;TG SETIANTO, SE., M.Si Anggota |
I Mm—— . R
_ 5. pp_;m_’n{u IMAM S:;l'TA, SH, Ii_“[;l K ;ggn_ta_ N
s |umvcmmnEn | e
_?. MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, S:Pt Anggota .-
8. | YAYAT SUMIRAT, SH B Anggot;l_
9. | HJ. RENIE RAHAYU FAUZI | An;__
-;_-_-__H.;;A;ULYANA. ;Hl ! Ang;:vta—m
11. _ OSIN PERMANA, M.Ag ;g; B
| 12. | HIKMAT BUDIMAN, SE . Angg_ut;_




13. | TONI PERMANA, SH Anggota | 13.

14. | TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm Anggota 1%‘
— P ——— e ! 4 ——

15. | H.EEP JAMALUDIN SUKMANA Anggota | 15. /W

16. | H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si Angeota 16.~——A—
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__HEI. i ;A;l&__ ¥ JABATAN TANDA TANGAN " ]
) B Kamis, 24 Maret 2022 e
@ HEN HEN ASEP SUHENDAR Wakil Ketua | 1. /
_ 2. | YAYAT H]]}AYAT,' SE, MM. Wakil Ketua
3. | H.YANTO SETL-;];? T{:SE., M.S-i_ Anggota
4. ;l_ J;LGUNG YANSUSAN, ST, ;I; Angoota
5. __;R_ABT;_I-M#;I.H_S.AGITA, SH, MH Angrota _
[F ;‘. T,;;!;\IG ;m.;:l;, SH.I _ n i Anggota
7. N MD_E-HAM; LUTH.F;A;I.WA;: StPt ----- _ Ang_g;a _
) . [—
o |m.RENERAHAYUFAUZ | Asgeon
. | H. u'*;';_mu:,m;m, SH.I ‘Anggota
1;. "ﬂsm PEI:II-;;&NJ;._[&:&; i _ ;-;m;mu
12, | HIKI.\-'IA:I' ;;DIMAN, S_I;._m o Anggota




13. | TONI PERMANA, SH Anggota
14. | TR! BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm Anggota 14%“1?
= L= e e e A4 1
15. | H. EEP JAMALUDIN SUKMANA Anggota | 15. }%
v .
16. | H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si Anggota ‘Er‘ﬁ“-
|
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PRANIKO IMAM SAGITA, SH, MH

TATANG SUDRAJAT, SH.I

MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, 5.Pt

10.

11.

12,

YAYAT SUMIRAT, 5H

HJ. RENIE RAHAYU FAUZI

H. UYA MULYANA, SH.I

OSIN PERMANA, M.Ag

HIKMAT BUDIMAN, SE

Anggota

TANDA TANGAN
NO. NAMA JABATAN = >y
_]umal:, 25 Maret 2022
@ HEN HEN ASEP SUHENDAR Wakil Ketua
2. | YAYAT HIDAYAT, SE, MM. Wakil Ketua
3. | H. YANTO SETIANTO, SE., M.Si Anggota
4. | H. AGUNG YANSUSAN, ST, MUD Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Angoota

Anggota




' 13. | TONI PERMANA, SH Anggota tﬁq—n”
14. | TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm Anggota 14-%
” e ﬂﬁ?ﬁ
15. | H. EEP JAMALUDIN SUKMANA Anggota | 15. W ‘
Fi
16. | H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si Anggota 16. ‘ﬁ\
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Tempat/Tgl. Lahir : Pﬁg{ﬂl‘? [2\- 02 - (g1
Pekerjaan Prog

- Jabatan : Pralic Huworn ARl Muda

- Instansi Femendagr
No. Handphone/Tlp. : 00N 2139 Lo
E-Mail den‘h- pm&a ﬁ,ﬁmﬂ (o

i
| Materi 3 B,Edﬁl’n LE P
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HASIL KAJIAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAEBAN
(LKPJ) BUPATI EANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAI PEDOMAN
PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD

A. Ringkasan Kajian

Bedasarkan hasil koordinasi, Kerjasama dan partisipasi semua stakeholder
pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung, didapatkanlah hasil-hasil
pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang merupakan
realisasi dari seluruh seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yvang dilaksanakan oleh
jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD berdasarkan rencana kerja
pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Rekomendasi ini merupakan intisari dari hasil telaahan Laporan Keterangan
Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2021 untuk
pertanggungjawaban Bupati Bandung dengan seluruh Perangkat Daerah dalam
rangka
mempertanggungjawabkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih (good governance) serta sebagai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan,
keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya yang meliputi
Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Daerah, Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Hasil telaahan LKPJ ini diuraikan secara rinci dalam bentuk Matriks/Tabel
yang memuat;

a. Urusan Pemerintahan

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

c. Permasalahan

d. Rekomendasi

Dari item-item tersebut didapatkan lah hal-hal yang menjadi perhatian serius bagi
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung di masa mendatang,

Secara garis besar, dapat ditemukan bahwa permasalahan mendasar yang

dihadapi Kabupaten Bandung jika ditelaah dalam LKPJ ini adalah:-

1 | Rekomendasi LKPJ 2021




a. Penyerapan anggaran dalam pelaksaan program dan kegitan di Kabupaten
Bandung harus dilakukan dengan lebih optimal dan tepat sasaran

b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang ada di Kabupaten Bandung masih
belum memadai dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktifitas
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung

c. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kabupaten Bandung, baik dalam
pemerintahan maupun pada masyarakat, belum mampu mendukung
pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Bandung, sehingga perlu

dilaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

2 | Rekomendasi LKPJ 2021
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DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI
DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 96 dan Pasal 149
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FUNGS! DPRD DLM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT

. PEMBENTLIKAN

T

ANGGARAN j

PERDA |
|
R, e e R e e ———
PERSETLJULN BERCAN
BERTANA
RS MARDH — ERMDPRiPEICE —{ DAK PERATURA YDA
TENTANG APBD YANG
e B e | DIAJUKIH OLEH DR, b J
W i
il 7 PELAKEAHAAN )
| | mesanaR usuL | | MEWEARAS KUA DA T K.
RAPERDA PPAS YANG DISHSUR KDK; R R
) Maipalibaiive ST
T ey
MEMEAHAS RANTANGAR
MENTUSUN PROGRAM PERDA TENTANG APRD: e
| DEMBENTLIEAR PERDA | PERUBAHAN APED & = R e S
i APBD BERSAMA KDH UGN DLEHTPE |
. B \, i it J

[LIANE LINGKLIP PENEAWASAN OPRD

PERDA S PERATURAN
LAIN
PELAKSARAAN i
TINDARLANEIT HASTL |
LAPORAK EEUAKEAN |
BPE
I PEHEAWAZAN

| PERSETILILAN, AMANDEMEN, PENDAPAT PERTIMBANGAE

MIHITORING: CVALIAS,

INSTRUMEN DAN MEKANISME PENCAWREAN

PERATURAN KERALA

APED




Forum Pengawasan DPRD

= Rapat Paripurna

e Rapat Komisi

e Rapat Gabungan Komisi

e Rapat Pimpinan DPRD

e Pendayagunaan Masa Reses

» Masukan Masyarakat secara aktif

» Public hearing inisiatif DPRD / Alat
Kelengkapan

memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah berdasarloan
ketentuan peraturan perundang
undangan dan kebijakan vang
ditetapkan bersama DPFRD
Pasal 65 UL 2372004

e %
DFRED & .
melaksanakan pengawasan g : ‘h-,,‘
terhadap pelakssnasn Perda dan ety W g o
APBD, meminta laporan
keterangan pertangpungawaban e ey
KU dalam penyelenpparaan S i
Pemda SR hEEEEC

Fasal 107 N7 2372014




1. Pelayanan
Dasar (SPM)

2. Non Pelayanan
Dasar

mmw&mmuudmmnm
muun:mmmmwmmmu
Pemoliharaan Keutuhan MMRT

Binwas PERSATUAN B KESATUAN BANGSA,

;ﬂ

L T
%
i
!
H
-

Penanganan

KODRDINAST PELAKSAMAAN TUGAS ANTAR INSTASI PEMERINTAHAN di

b - wilayah Prov, Kab & Kota utk menyelecsikan  pormasaiahan  dgn
PUM memperhatilan prinsip demokrasi, HAM, pemorataan, keadilan, keistimevwaan

& keithususan, potensi | keanekarmgaman decrah sesuai Per — Ui,

Pengembangan kchidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan urs. PEM. yo BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH 5 tidak

ditaksanakan olah INSTANST VERTIKAL,

bl

{ URS. PEM . WAJIB | < > URS. PEM . PILTHAN “
{Pusat, Prov., Kab/Kota)

Pendidikan, Kesehatan, PU & "l'

Penataan Ruang, Perum Rakyat

& Kawasan Permukiman,

Trantibum dan Linmas Pariwisata, Pertanian,Kehutanan,

{TRANTIBUM, BENCANA, ESDM, Perdagangan,

& KEBAKARAN) & Sosial. Perindustrian, & Transmigrasi
—> ditentukan SPM nya —> mengacu pada NSPK

Perempuan & Perlindungan
Anak, Pangan, Pertanahan,
Likungan Hidup, Adminduk
Capil, PMD, Pengendalian
Penduduk & KB, Perhubungan,
Kominfog, Koperasi UK,

Penanaman Modal,
Kepemudaan & Olah raga,
Statistik, Pezandian,

Kebudayaan, Perpustakaan &
Kearsipan,




i1 Belanja Pegawai
{2, Belanja Barang
i3. Belanja Modal
i

Hiba
Bantuan

ALUR APBN DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

i h :
IT Spsial g |
.. Belania Lain=lain i

Untuk

oo,
sbg WKL PEM ¢

MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS
TUGAS DAN WEWENANG

KEPALA DAERAH

DPRD

Pasal 65 ayat (1} huruf d UU No, 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, tugas KDH  adalsh
“menyusun dan mengajulan
rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APED kepada DPRD untuk dibahas
bersama”

Pasal 101 ayat (1) huruf b dan Pasal
154 ayar {1} horuf b UU MNe, 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, tugas dan wewenang DPRD
adalsh “membahas dan memberikan
persetujuan rancangan Perda
ProvinsiKab/Keta tenmng  APED.,
Perubahan APBD dan  Permng
gungjawaban  Pelaksanaan APBD
Provins¥Kab/Kota  yang  dijukan
Gubernur/Bupatil Walikota"

-
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SINKRONISAS| KEBLAKAN PUGAT DAN KEBIJAKAN DAERAE ]

e — T Kua =

Kebljakan Unum APGD
= i PPAS = Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
i SO H TAPD = Tim Anggaran Femda
e e Rmmmﬂhrjqdmﬁm

Pasal 310

SEsual amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintzh Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah 12




POKOK-POKOK PERUBAHAN

= LKP] terdln atas LKP =
Alchir Tzhun Anggaran dan
LK} Alchir Masa Jabatan.
Ruang  lingkup  LKPJ
mencakup
penyelenggaraan  urusan
dasentralisasi, tugas
pembantuan &  tugas
umum pemerintahan,

f%“’éi i

”N; Sl

LKP] terdiri atas LICP] = UU MNomeor 23 Ta.hun

Alkchir Tahun Anggaran. 2014, sudah  tidak
Ruzrg  lingkup  LKPj mengamanzhkan lagi
mediputi hasil untuk LKP| Akhir Masa
penyelenggarsan wrusan [abatan.

pemerintahan yang

menjadi kewenangan

daerah yang dilalsanalan
oleh Pemnerintah Dacrah
& hasil pelaksanaan tugas
pembantuan dan

penugasan.

POKOK-POKOK PERUEAHAN

PP 3/2007 ddak ada
norma yang mengatur jika
KDH berhalanman  pada

Dalam  hal  kepala daerah =
berhalangan  weap  amu
berhalangan sementara, LEP]

di ikan  oleh  wakil £

kepﬂ:?apal e saat  penyampaian  LKP),
Sheed e ek sehingga pernah  terjadi
daerah  kepada  Dewan pada . LI

disampaikan oleh ‘Wakil
KDH, DPRD menolak
LKP] tersebut dan tidak
mau memberikan
rekomendasi karena
dianggap tidak sah.

Perwakilan  Rakyat Daerak
dalam rapat paripurna.

Dralam bl kepala dacrzh dan
wakil kepala dacrah secara
bersamaan berhalangan tetap
atau berhalangan sementara,
LEPl  disampaikan  oleh
pejabat  pengganti  kepzlz
daerah  kepada  Dewan
Perwakilan  Ralryat Daergh
dalam rapac paripuma.




POKOK-POKOK PERUBAHAN

?T\-Ew_.r_:mm\-m 4,.._ AT
= Apabila LKP] tdak -

A 1.- ol

Palmg lambat 30 (tiga - F‘P

32007 tidal

ditanggapi dalam jangka
walktu 30 hari setelah
LKP] diterima, maka
dianggap tidak ada
rekomendasi untul

penyempurnazan.

puluh) hari setelah
LKP| diterima, Dewan

mewajiblkan DPRD
dalam 30 memberikan

Perwakilan Rakyat  rekomendasi, sifatnya
Daerah harus hamya sebagai
melakukan himbavan, sebab jika
pembahasan LKP) 30 DPRD tidak
dengan memberikan
memperhatikan rekomendasi dianggap
capaian kinerja  tidak ada rekomendasi
program dan kegiatan  untuk

& pelaksanaan  penyempurnaan.
Peraturan Daerah « PP 1372019
danfatau  Peraturan  mewajibkan  DPRD
= ;

PDKDK-FDKDK PERUBAHAN

Berdasarian hasil -
pembahasan  LKF| DPRD
memberikarn rekomendasi
sebagai  bahan dalam: a.
peryUSUNan perencanazn
pada tmhun berplan  dan
rahun beriloutrrya, b

pemyusunan  anggaran  pada
tahun  berfafan  dan  tahwn

berikuonya sarta .
CEryUSENan Peraturan
Dizerzh, Peraturan  Kepala

Draerah. danfatau  kebijakan
szrategis kepala Dasrah

Ketantuan leshih Eanjur
mengenai  pomyusuman  dan
penyampaian  LEF)  dizcur

datam Peraturan Menrerd,

PP 372007 wdak secara
spesifik  menjelaskan  hal-hal
apa s2@ yang menjadi ke
utama bag DPFRD  dalam
memberikan rekomendasi
terhadap LKPL
Malanismelta Cary
pembuatan LKP] berdasarkan
PP 13/2019 akan diatur lebik
lanjut datam Permendagri.




Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan
PP 13/2019

Pasal 71:

Kepala dasrah mernpunyai kewajiban untuk
memberikan kperan keterangan laporan
katerargan i
{LKP]} kcpada DPRD, serta
menginformasikan laporan

Selanjutnya diatur dalam
Pasal 15 s.d. 20

PP 13/2019

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada DPRD vyang

selanjutnya disebut LKP] adalah:

= laporan yang disampaikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah yang memuat hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menyangkut pertanggungjawaban
kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama | (satu) tahun anggaran




LKP] >Progress Report

10




Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKP)] meliputi (Psl 15
PP 13/2019):
* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi  kewenangan daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan

 hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan (Psl 19 dan 20 UU 23/2014).

Ruang Lingkup

Hasil penyelenggaraan urusan penier'intahan-

meliputi (Psl 16 PP 13/2019):

* capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta
permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan
pemerintahan;

* kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan pelaksanaannya; dan

* tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tahun angearan sebelumnya

11




Di dim Psl 18 PP 13/2019:

I. Kepala daerah menyusun LKP])
berdasarkan format yang ditetapkan oleh
Menteri;

2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan
Program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam  dokumen perencanaan dan
anggaran tahunan.

Pertanggungiawaban
Kepala Daerah leipada
DPRD atas
penyelenggaraan
pemerintalan daerah
:eiﬂmas.'_l.tu tahon

Selanjutiya dilakulan
penilaian sesuai
dengan mekanisme -
dan ketentuan yang
berlalu,

Disampdikan kepada DFRD
paling lambat 3 {tiga)
biulan setefah tahun

anggaran berakhir,
Dizampailan dalam
rapat paripurna DPRD

12




Tldak ada format baku laporan darl OPD yang akan
digunakan sebagal dasar dalam peryusunan LKE).

an mergenal substansi masing-masing
erdapat dalam {suiline)
ulcan penyesual i ngan melihat
lendisi yang terjad g ing di pemer
= Banyak variasi amar daergh,

Permasalahan Penyusunan LKP)

13



KDH

Kepada DPRD Dalam Rapat
Paripurha Yang Dilakukan 1
{Satu) Kali Dalam 1 (Satu)
Tahun Paling Lambat 3
(Tiga) Bulan Setelah Tahun
Anggaran Berakhir

Menyampaikan LKPJ

=

Menyusun LKPJ
. Berdasarkan Format Yg
! Ditetapkan Oleh Menteri

Bisusun Berdasarkan

Pelaksanaan Program Dan
Kegiatan Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perencanaan
Dan Anggaran Tahunan

27

KEMENTERIAN DALAM NEGERL

PENYAMPAIAN LKPJ
(Pasal 19 PP 13/2019)

KEPADA DPRD

Penyampaian paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran
berakhir kepada DPRD

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, LKP| disampaikan aleh wakil kepala daerah selaku

pelaksana tugas kepala daerah dalam rapat paripurna kepada
DPRD

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
LKP| disampaikan oleh penjabat penggant kepada DPRD

dalam rapat paripurna

28




“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKP]
diterima DPRD harus memberikan rekomendasi

kepada pemerintah daerah »*
(Psl 20 PP 137201%)

T f/!_ program, kegiatan, dan anggaran; \

3. peraturan dasrah, peraturan kepala daerah,
danfatau kebijakan strategis kepala daerah;

Masukan | i danfatau
Terha dap ' hal-hal lainnya dalam rangka

Eu

penyelenggaraan urusan pemerintaban yang
\.___ menjadi kewenangan daerah. J 29

R : R TR R
L : e St

e o e

gl 50 -

' Penyusunan &

- Penyampaian LKPJ

“Diatur Lebih Lanjut
Dalam Peraturan
Menteri

15




= o -
e

= Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti
berakhir masa jabatannya sebelum tahun
anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat
pengganti yang bersangkutan wajib
menyampaikan memori serah terima jabatan
kepada kepala daerah yang baru atau pejabat
pengganti

= Memori serah terima jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) menjadi bahan
penyusunan LKP] oleh kepala daerah yang baru
atau pejabat pengganti.

16



il T P X et e A e R L b S T e
© Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan
kelompok kerja penyusunan LPPD, LKP] dan RLPPD di
lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan
keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi
sebagai ketua tim penyusun

= Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan
kelompok kerja penyusunan LPPD, LKP] dan RLPPD di
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan
dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris
daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun

17




TERIMA KASIH

18



MEKANISME PELAKSANAAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI
DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 96 dan Pasal 149
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FEMEE!‘ITHHAH

PERDA ANGGARAN

" PEMBRASAN UNTOK ]
MENBAHAS PERDA Bl ooy | | peLAksaNas Pesny
EERSAMA KOK BN PERKTUTAN KDH:
TENTAA APED YANG
_ DUJUNAROLEHKDE | ;
R ~ . ( PELAKSANARN
MEME AN USUL | | wewsmAs A GAN | | | PERATIER [ARCTARE
RAPERDA PRAS YANG DISUSUN KOH. B
. ._ - T TR P Ty e
. MEMEAHAS RANEANGAK
MENTUSUN PROGREM PERIA TENTAE APED: PRALSUANE T WK
PEMBENTLIEAN PERDA | PERUENMNAPEDE | ~ AN
BERSAME KDH PERMGEINCLANABAN XIS DLE B
- o | APED HERSAMA ) !

PENGAWASAN

RUANG LINGELP PENGAWASAN DPRD

FERDA & PERATURAN
LA

~

‘ BERSETLLEIAK: AMANDEMEN, PENDARAT: RERTIMEANGAA

"]

MOHITORING: E'i'ﬁ.ll[hﬂl

[ [MSTRUMEN DAN MERAMIIME PENGAWASAS J

e




B Forum Pengawasan DPRD

#JRapat Paripurna
e|Rapat Komisi
e|{Rapat Gabungan Komisi

¢|Rapat Pimpinan DPRD
e|Pendayagunaan Masa Reses
elMasukan Masyarakat secara aktif
elPublic hearing inisiatif DPRD / Alat

i =y Y i i) e - mﬂﬂ';t;-“bk_
R R e T BT e

TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGEA PENGAWASAN

o =y EEPALA DAERAH

memimpin pelaksanaan Trusan
Pemetintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundarg-
undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD

Hasal 03 UL 2372014

DPED e 4
melaksanakan pengawasan P o TR R
terhadap pelaksanaan Perda dan = BT . —
APRD), meminta laporan
keterangan pertanggungiawaban
KIDH dalam penvelengparaan
Pemda

Pasul 101 UL 23/301a




PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

' % } 1. Pelayanan
URS. PEM-AN WAJIB, . Dasar (SPM)

2. Mon Pelayanan
Dasar

URS. PEM-AN PILTHAN.

'ﬂ

EINWAS KEBANGSAAM & KETAHAMAN MAS dim Pengamalan  Pancasita,

mmﬂm:mmmn mmwnm,nmmm

Pemeliharsan Keltuban NKRT

Blnawmas FERSATUM&HEIW BANGSA.

Bina Kerukunan Antar Suku & Intra Suku, Umiat mwa_,m&ﬁnh

g:m-wuu]uﬂhnsrmmﬁmL OHAL, REGIONAL &

Penanganan kenflik sosial sesimi Per—ULL

KOORDINAST PELAKSANAAN TUGAS .P|.I|TAR INSTAST I"EIIIEIU.I'{IAHMI i

e wilayah Prov, Kab & Kol otk yelosaikan  per lahan  dgn

PUM memporhatiicn prinsip demakasi, HAM, pemetataan, keadian, keistmewaan
: . B kekhususan, poterisi mmmammminm-m

. Pengembangan mmm demokraei bordasarkan Pancasila,

. Polaksanaan ure. PEM. y BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH & tida

_ diladsanalkin ofeh INSTANST VERTINAL :

R

L g

EM . WAJIB | < > URS. PEM . PILTHAN
(Pusat, Prov., Kab/Kota)
Pendidikan, Kesehatan, PU & 4'
Penataan Ruang, Perum Rakyat
B Kawasan Permukiman, Kelautan & Perikanan,
Trantibum dan Linmas Pariwisata, Pertanian, Kehutanan,
(TRANTIBUM, BENCANA, ESDM, Pardagangan,
& KEBAKARAN) & Sosial. Perindustrian, & Transmigrasi
— ditentukan SPM nya —3 mengacu pada NSPK

Maker, Pemberdayaan
Perempuan & Pedindungan
Anak, Pangan, Pertanahan,
Likungan Hidup, Adminduk
Capil, PMD, Pengendalian
Penduduk & KB, Ferhubungan,
Kormnfo, Koperasi UKM,

Penanaman Modal,
Kepormudaan & Olah raga,
Statistik, Pesandian,

Hebudayaan, Perpustakaan &
Kearsipan,




ALUR APBN DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Belanja 1
Pemerintah L
PUSAT

1. Belanjas Pegawai

2. Belanja Barang
E3.  Belanja Modal

4.  Pembayaran Bunga
Utang

3.
6. Hibakh
T arvh

Z® o>

e SEE SER

MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS
TUGAS DANWEWENANG

Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, rtugas KDH  adalah
“rmenyusun dan mengajukan
rancangan  Perda renmang APBD,
rancangan Perda tentang Perubahan
APBD dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama”

DPRD

Pasal 101 ayat (1) huruf b don Faca]

154 ayat (I) huruf b UU No, 23
Tahun 2014 tentang Pemerincah
Daerah, tugas dan wewenang DPRD
adalzh “membatas dan memberilan

persetujuzn rancangan

Perda

ProvinsifKab/Kota tentang APED,

Perubahan APED  dan
gungiawaban  Pelaksanaan
ProvinsifKabfota  yang

Pertang-
APED
diajukan

Gubérnur/Bupati/ Walikata™




_:?gn;‘;?_s"

KUA = Kebijakan Umum APBD

FPAS = Frieritas & Plafon Anggaran Sementara
TAPD = Tim Anggaran Pemda

REA-SKPD= Rencana kerja dan Anggaran
Satudan Kerjo Peranghkat Daerah

e

MNom
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

i Fora

PRl

LKP} terdiri ats LKF

Alkhir Tahon Anggaran dan
LKP] Akhir Masa Jabatan,
Ruang lingkup  LKP|
misncikup

penyslesgearaan  urusan
desentrafisasi, tugas
pembantuan & tugas

urmum penicrintahan,

Akhir Tahun Anggaran.
Ruang  lingkup  LKP|
mieliputi hasil
penyelenggarasn  wruszn
pemerintzhan yang
menjadi kewenangzn
daerah yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Dacrah
% hasil pelaksanaan tugss
pembantuan dan
penugasan.

LKP] terdiri atas LKPJ

Uy Momor

23 Tahun

2014, sudah  tidak
mengamanahkan lagi

untuk LKP} Akhir Masa
Jabatan,

13

Datam  hal kepalzs daerah
berhalangan  temp  ataw
berhalangan sementara, LKF]
disarnpaikan  oleh  wakil
kepala daerah sedahu
pelaksana  tugaz kepala
daerzh  hkepada  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rapat paripurna,

Dralam hal kepala dacrah dan
wakil kepala daersh secara
bersamaan berhalzngan tetap
aay berhalangan sementara,
LKF}  disampaian  oleh
pojabar pengganti kepala
dasrzh  hkepada  Dewan
Perwalkilan Ralryat Casrah
dalam rapat paripurna.

PP 32007 tidak ada
norma yang mengatur jika
KDH berhalangan pada
saat penyampaian  LKFj,
sehingga pernah  terjadi
pada saat LKP)
disampaikan oleh  Wakil
KDH, DPRD  renclak
LEP] werschut dan tidak
L mernberikan
rekomendasi karena
dianggap udak sah.

A



POKOK-POKOK PERUBAHAN

S0 A e A

- Apabila LKP] tidak
ditanggapi dalam jangka
waktu 30 hari setelab

* Paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah
LKP] diterima, Dewan

LKP] diterima, maka| Perwakilan Rakyat
dianggap tidak ada| Daerah harus
rekomendasi untuic |  melakukan
penyernpurnaa. pembahasan LKP]
derngan
memperhatikan
capaian kinerja
program dan kegiatan
& peliksanaan
Peraturan Daerah
danfatiu Peratiran
Koraln Mmool Aol |

POKOK-POKOK PERUBAHAN

- PP 372007 tidak
mewdjibkan  DPRD
dalam 30 memberikan
rekomendasi, sifathya
hanya sebagai
himbauan, sebab jika
30 DPRD rtidak
memberikan
rekomendasi dianggap
tidak ada rekomendasi
untuk
penyempurnaan.

= PP 13/2019
mewajiblan  DPRD

Lo elnbnen  cvambesry  msliee

Berdasarkan hasil
pembahasan  LKF  DPRD
memberikan rekomendasi
sebagai  bahan  dalam: A
Py UEUnan perencanian
pada  cahun  bBerjalan dan
tahun berikutnya, b.
penyusunan anggaran  pada
tahun  berjalan  dan  tahun

berikutrya serta C
CEMYUSLENGN Peraturan
Dizerah, Peraturan Kepah

Daerah, danfatau  kehijakan
strategis kepala Daerah,
Ketentuan lebih largut
mengenai  penyusunan  dan
penyampainn LKP]  diat
dalam Peraturan Menteri.

= PP 32007 tdak  secara
spesifik menjelaskan  hal-hal
apax sija yang menjadi ide
utarna bagi DPRD  dalam
memberikan rekomendasi
terhadap LKF.

= Mekanismeftata cara
pembuatan LKP] berdasarkan
PP 1372019 akan diatur lebih
Ianjur dalam Permendagri.




Dasar LKP] dalam UU 23/2014 dan
PP 13/2019

Pasal 71:
mﬂwah mernpunygi kewaliban untulk
laporan keterangan laporan

pertanggungiawaban
{Ill(Pj} kepada DPRD, serta
mienginformasikan laporan

rdm%rnn p-:mmm]‘nn dacrah

Selanjutriya diatur dalam
Pasal'l5 s.d. 20

PP 13/2019

_ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
~Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKP] adalah:

» laporan yang disampaikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah yang memuat hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menyangkut pertanggungjawaban
kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama | (satu) tahun anggaran




Tujuan Penyusunan LKP]J

LKPJ = Progress Report

10




Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKP] meliputi (Psl 15
PP 13/2019):
* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi  kewenangan daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah: dan

* hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan (Psl 19 dan 20 UU 23/2014).

Ruang Lingkup

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan

meliputi (Psl 16 PP 13/2019):

* Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta
permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan
pemerintahan;

* kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan pelaksanaannya: dan

» tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tahun anggaran sebelumnya

11




Di dim Psl 18 PP 13/2019:

I. Kepala daerah menyusun LKP]
berdasarkan format yang ditetapkan oleh
Menteri;

2. LKP] disusun berdasarkan pelaksanaan
program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan dan
anggaran tahunan.

Parmanggungjawaban LKF) di =
Kepala Daerah kepada i hendearic
DPRD atas pd:&mnun program dan
penyelenggaraan e
pemerintahan daerah perencanian dan anggarwn
selama satu tahun tahunan (Psl 18 PP 13/20179)
anggaran

Selamjutnyz dilakukan

Disampaikan kepada DFRD
penilaian sesuaj

paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun

denigan mekanisme
dan ketentuan yang
berlaku. ;

anggaran berakhir.
Disampaikan dalam
rapat paripurna DPRD




Rg ahkarn

Tidak adanya acuan me
aspek dalam LKP] sebaga
= dilakukan peryesuaiar

g T T T o s ik ST £ s L

_ Permasalahan Penyusunan LKP) -
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i _—.ﬁ.{
- Menyusun LKPJ

Berdasarkan Format Yg

Ditetapkan Oleh Menteri

f-.-igr_.;.i:ampmk_._an LKP3

Kepada DPRD Dalam Rapat
Paripurna Yang Dilakukan 1
(Satu) Kali Dalam 1 (Satu)
Tahun Paling Lambat 3
(Tiga) Bulan Setelah Tahun
Anggaran Berakhir

P

Disusun Berdasarkan

Pelaksanaan Program Dan
Kegiatan Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perencanaan
Dan Anggaran Tahunan

a7

5 A KEMENTERLAN DAL AM NEGERI
R o

Penyampaian paling lambat 3 bulan setelah whun anggaran
; berakhir kepada DPRD
K ~
i . r_ Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan
! *. sementara, LKP| disampaikan oleh wakil kepala daerah selaky
' " pelaksama tugas kepala daerah dalam rapat paripurna kepada
A DFRD
X | Cr—
0

Dralam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
" bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
LKP| disampaikan cleh penjabat pengganti kepada DPRD
L dalam rapat paripurna

28
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diterima DPRD harus memberikan rekomendasi

kepada pemerintah daerah
(Pl 20 PP 13/2019}

“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKP) }
\

program, kegiatan, dan anggaran;

peraturan daerah, peraturan kepala daerah,
danfarau kebijakan strategis kepala daerah;
dan/atau

hal-hal lainnya dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. _/ 23

Penyusunan &
Penyampaian LKPJ

~ Diatur Lebih Lanjut
Dalam Peraturan
Menteri

15




» Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti

7 i 7 : ._

‘berakhir masa jabatannya sebelum tahun
anggaran berakhir; kepala daerah atau pejabat
pengsanti  yang  bersangkutan  wajib
menyampaikan memori serah terima jabatan
kepada kepala daerah yang baru atau pejabat
pengganti

» Memori serah terima jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan
penyusunan LKP] oleh kepala daerah yang baru
atau pejabat pengganti. '

16




L

'['?Eiompok Tcef]'ﬁ p-enynsumu L.FPD L[(P] dan RLPPD di

lingktingan Pema'mmh daerah provinsi ditetapkan dengan
keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi
sebagai ketua tim penyusun

Susunan keangataan dan rincian tugas tim penyusun dan
kelompok kerja penyusunan LPPD, LKP] dan RLPPD di
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan

dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris
daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun

17
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